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ABSTRAK 

 

Pada akhir tahun 2023, Indonesia mengeluarkan kebijakan baru mengenai tarif PPh 

Pasal 21 dimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. PT ABC adalah salah satu 

Perusahaan harus melakukan implementasi atas perhitungan tarif baru PPh Pasal 21 

untuk karyawan yang bekerja dalam Perusahaan ini.Tujuan dalam penelitian ini 

adalah melihat dampak atas implementasi perubahan tarif PPh Pasal 21 di PT ABC. 

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus dengan 

melakukan perhitungan tarif tunggal sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023. 

Teknik yang dilakukan adalah dengan menganalisis data daftar gaji karyawan yang 

telah dimodifikasi oleh manajemen dari periode Januari 2024 dan memilih sebanyak 

5 (lima) sampel data karyawan dengan status karyawan yang variative. Berdasarkan 

hasil studi kasus yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan PPh 

Pasal 21 terbaru memiliki konsep yang lebih sederhana dimana hanya menggunakan 

tarif tunggal dan menolong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak terkait. 

 

Kata Kunci :  PPh Pasal 21, PP Nomor 58 Tahun 2023, Perencanaan Pajak. 

 

ABSTRACT 

 

By the end of 2023, Indonesia issued a new policy regarding the rate of PPh Article 

21 which is regulated in PP Number 58 of 2023. PT ABC is one of the companies 

that must implement the calculation of the new rate of PPh Article 21 for employees 

who work in this Company. The aim of this research is to look at the impact of the 

implementation of changes to PPh Article 21 rates at PT ABC. The research method 

used is a case study by calculating the single rate in accordance with PP No. 58 of 

2023. The technique used is to analyze employees salaries data that has been 

modified by management from the January 2024 period and selecting 5 (five) data as 

samples of employees with variative status. Based on the results of the case study 

conducted, it can be concluded that the calculation of PPh Article 21 has a simpler 

concept where it only uses a single rate and helps management related tax planning. 

 

Key Words : PPh Article 21, PP No. 58 of 2023, Tax Planning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam beberapa tahun terakhir ini kontribusi penerimaan negara melalui 

pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan penerimaan pajak merupakan 

pondasi atas anggaran negara yang mana bersinergi dengan tujuan negara yaitu 

sebagai “Indonesia Emas 2045” terutama dalam sektor Pembangunan dan 

Perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, Kontribusi penerimaan pajak di 

Indonesia mencapai sekitar Rp. 2.802 trilliun, dimana mengalami kenaikan sebesar 

6,3% dibanding penerimaan pajak pada tahun 2022 (Lihat dari Tabel 1). Untuk 

tahun 2024, dengan adanya perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai 

pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan jumlah wajib pajak akan 

bertambah sebagai salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 

Tabel 1.1 – Realisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 – Pendapatan Negara Tahun 2022-2024 

Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik (LKPP Tahun 2023) 
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Berhubungan dengan kontribusi penerimaan pajak, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) Indonesia sendiri paling besar dari pajak (Hartanto dan 

Sudirgo, 2023) Seperti diketahui salah satu kontribusi besar adalah Pajak 

Penghasilan, dimana diketahui pajak penghasilan merupakan objek pajak yang 

menjadi penunjang APBN. Jika mengacu dari tabel diatas estimasi kontribusi atas 

Pajak Penghasilan adalah 40,7% dibanding dengan total penerimaan tahun 2023 ini. 

Pemerintah memiliki upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak negara 

dengan cara membuat beberapa ketetapan tarif pajak yang diatur dalam Ketentuan 

Umum Perpajakan (KUP). 

Jika kembali ke masa pandemic yang mana Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19), Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) melakukan tindakan 

berupa pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

yang sebelumnya hanya sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) pertama kali 

pada tanggal 29 Oktober 2021 dan telah mengalami beberapa perubahan sampai 

tahun 2023. Didalam proses perubahan tarif pajak penghasilan ini dalamnya ada 

perubahan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pada tanggal  

27 Desember 2023, Presiden kembali melakukan perubahan kebijakan melalui 

pengesahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 berisi 

tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan 

dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. PP Nomor  

58 Tahun 2023 yang disahkan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan 

PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi, Peraturan ini memiliki sistematika 

sebagai berikut: 

1. Bab I – Ketentuan Umum (Pasal 1) berisi mengenai definisi. 

2. Bab II – Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan 

sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan wajib pajak orang 

pribadi (Pasal 2-3) menjelaskan mengenai tarif pasal 17 dan tarif efektif. 

3. Bab III – Penutup (Pasal 4-5) menjelaskan mengenai pencabutan pasal  

2 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dan 

Pemberlakuan peraturan ini sejak 1 Januari 2024. 
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Atas Pengesahan ini, PPh Pasal 21 mengalami perubahan yang besar terutama 

dalam cara perhitungan atas PPh Pasal 21 ini. Dengan adanya sistem Tarif Efektif 

Rata-rata (TER), Wajib pajak diharuskan memahami skema perhitungan terbaru agar 

tidak mengalami kekeliruan karena tidak memahaminya secara administrasi dan cara 

melakukan kewajiban ini dengan benar. Jika wajib pajak bisa memahami sistem TER 

ini, maka sebenarnya perhitungan atas PPh Pasal 21 Masa menjadi lebih simple 

karena menggunakan tarif Tunggal dan secara spesifik sudah dibuatkan 

pengelompokan atas karyawan, Pengelompokan ini dibagi menjadi beberapa 

kelompok besar seperti TER-A, TER-B dan TER-C dan setiap kelompok ini akan 

dipecah lagi berdasarkan kategori penghasilan karyawan terkait. 

Berlandaskan pada sistem baru yaitu sistem TER, Wajib pajak pribadi yang 

bekerja di Perusahaan maupun sebagai pekerja lepas, hal ini mendorong Perusahaan 

memahami PP No 58 Nomor 58 Tahun 2023 dengan benar dan tidak tertinggal atas 

perubahan yang terjadi. Dengan adanya manajemen yang ahli dalam hal perpajakan 

terutama berbicara terkait perubahan dan manajemen ini menjadi tokoh utama dalam 

menentukan dan melakukan penyusunan atas perencanaan pajak (tax planning). 

Wajib pajak orang pribadi atau badan akan melakukan perencanaan pajak (tax 

planning) untuk mengurangi dan mengecilkan jumlah pajak terutangnya 

(Purnamasari dan Yuniarwati, 2024). 

Penelitian ini dibuat untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk  

PT ABC (atas permintaan manajemen untuk nama Perusahaan disamarkan) dimana 

bergerak di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 

perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; aktivitas konsultasi 

komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya; aktivitas konsultasi manajemen 

lainnya; konstruksi gudang perkantoran; dan konstruksi bangunan sipil lainnya di 

Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi 

perhitungan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan peraturan perpajakan yang 

didasari oleh PP Nomor 58 Tahun 2023 ini untuk membantu PT ABC. Oleh sebab 

itu, maka penelitian ini dibuat dalam Judul “Implementasi Perubahan Tarif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi 

Kasus: PT ABC)”. 
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